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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran
mengenai format/ subtans1/ Is kum antara PT. PLN
(Persero) dengan pelan an Ijan ian Jual beli
tenaga Listrik (PJ penyeleseuan
sengketa aklbat ga Listrik
(P2TL), utama
yang berak1

_sepihak
PT. PLN (
(aspek

Ve

ﬁnﬁ?la-kla ’

D erdasarka

klausula SPJBTL,
Konsumen.

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian terjadi sengketa yang
disebabkan pelanggaran oleh pelanggan maka PT. PLN (Persero)
berhak melaksanakan tindakan yang disebut P2TL, sehingga jika
terjadi sengketa akibat P2TL, maka penegakan hukumnya bukan lagi
melalui PTUN, melainkan melalui Pengadilan Negeri seperti : choise of
form” yang telah disepakai para pihak dalam PJBTL.
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RINGKASAN
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memiliki hak/kewenangan ctundang-undangan.
Konsekuensi logisnya, secara yuridis pelanggan listrik harus tunduk
pada hak/kewenangan yang dimiliki PLN karena hak dan kewenangan
itu diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Berdasarkan delegasi kewenangan sebagai PKUK itulah yang
membuat penegakan hukum yang dilakukan PT. PLN (Persero) kerap
mengutamakan penegakan hukum administrasi (ruang lingkup
Peradilan Tata Usaha Negara), tetapi mengeyampingkan penegakan
hukum perdata dan penegakan hukum pidana. Oleh karena itu,
apabila pelanggan kedapatan melanggar ketentuan yang berlaku di

PLN, maka PT.PLN (Persero) hanya ukan tmdakan administrasi
yaitu tindakan penertiban_afi tr1k secara tidak
sah melalui pelaksana én tgl[ istrik (P2TL).

i
Sanksinya berupa @"1 la‘ at pe aian aliran
listrik yang t1d sah gan besaran rupha 1
berdasarkan : LN i j

menghentl

PLN (Perserd
Listrik dan

tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan Susulan dan

Pemutusan Sambungan Tenaga Listrik.
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Bagi pelanggan listrik yang sudah tercatat resmi sebagai
pelanggan PLN tetapi memakai listrik melebihi haknya yang ada pada
PJBTL, maupun yang Non pelanggan PLN tetapi memanfaatkan aliran
listrik dari PLN (pasangan liar), PLN dapat melakukan tindakan
penegakan hukum pidana berupa pencabutan kabel-kebel yang
dipasang untuk mendapatkan tenaga listrik secara tidak sah itu , dan
selanjutnya dapat dilaporkan ke POLRI sebagax tindak pldana

pencurian sebagaimana dim a;
serf
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Pejabat Tata
berdasarkaip
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Tata Us
at tata usahagnegar

Usaha Negara itu tida m pengertian Tata
Usaha Negara (tidak dapat di go ebagai keputusan tata
usaha Negara), sehingga konsekuensi yuridis penyelesaian
sengketanya tidak melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
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Meskipun pelaksanaan P2TL sebenarnya merupakan tindakan
administratif yang didasarkan pada delegasi kewenangan PT. PLN
(Persero) sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK),
tetapi dalam prespektif kedepan hal itu tidak bisa terus dilakukan,
karena berdasarkan Pasal 11 UU No 23 tahun 2003 tentang BUMN,
dinyatakan bahwa PLN harus tun da UU No. 1 Tahun 1995
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